ABSTRAK

WAWAN SETIAWAN: PENEGAKAN HUKUM PERDAGANGAN ORANG
(HUMAN TRAFFICKING) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES
BANDUNG)

Tindak pidana perdagangan orang masih marak terjadi di Indonesia hingga
saat ini, khususnya di Jawa Barat. Banyak perempuan dan anak yang menjadi
korban tindak pidana perdagangan orang. Polrestabes Bandung yang menjadi
yurisdiksi tindak pidana perdagangan orang di Jawa Barat hingga saat ini belum
optimal melakukan penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2007. Hal ini terbukti dalam 5 tahun terakhir selalu terdapat kasus tindak
pidana perdagangan orang yang tidak terselesaikan oleh Polrestabes Bandung.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penegakan hukum
terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polrestabes
Bandung, kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana
perdagangan orang di wilayah hukum Polrestabes Bandung, serta upaya yang bisa
dilakukan dalam menyikapi kendala terhadap pelaku tindak pidana perdagangan
orang di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori penegakan hukum dan
teori pemidanaan. Dengan menggunakan teori tersebut maka dapat diketahui terkait
dengan indikator efektivitas penegakan hukum tindak pidana perdagangan orangdi
wilayah hukum Polrestabes Bandung.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis
dan pendekatan yuridis empiris yang bersumber dari observasi dan wawancara
langsung di Polrestabes Bandung, berbagai peraturan perundang-undangan, serta
berbagai sumber literatur yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil yang didapatkan pada penelitian ini bahwasanya, penegakan hukum
tindak pidana perdagangan orang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2007 dengan dua upaya yang dilakukan, yakni meliputi upaya represif
(tindakan penyelidikan dan penyidikan) dan upaya preventif (penyuluhan hukum
dan kerjasama dengan lembaga lainnya). Meski demikian, penegakan hukum tindak
pidana perdagangan orang masih terjadi kendala yang berasal dari faktor internal
meliputi kurangnya kuantitas dan kualitas personil, tiadanya fasilitas laboratorium
forensik, kurangnya pendanaan) dan faktor eksternal seperti minimnya kesadaran
masyarakat. Berbagai upaya dilakukan Polrestabes Bandung dalam menyikapi
kendala yang ada yakni dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas personil,
melakukan edukasi kepada masyarakat, pengelolaan dana secara selektif dan lain-
lainnya sesuai dengan kendala yang terjadi.
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